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ABSTRAK 

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1, Bagaimana tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di 

Kabupaten Muara Enim ? 
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di 

Kabupaten Muara Enim ? 
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum, terutama yang bersangkutan dengan tanggungjawab pelaku 
penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, maka jenis 
penelitiarmya adalah penelitian hukum normaiif yang didukung data 
wawancara yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak bermaksud 
untuk menguji hipotesis, 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : 
1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan 

cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah 
bahan-bahan hukum seperti : 
a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan 
b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-

teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya 
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara 

melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polres Kabupaten Muara 
Enim. 

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode 
analisis isi {conieiii analisys) terhadap data tekstular unintuk selanjutnya 
dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan, 

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut 
dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten 

Muara Enim, dapat dikenakan sanksi hukum pclanggaran terhadap 
ketentuan perundang-undangan, terutama terhadap perusahaan pengelola 
pertambangan tanpa izin 

2. sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di 
Kabupaten Muara Enim, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi 
administratif. Sanksi administratifnya berupa: pcringatan tertulis. 

iv 



penghentian sementara sebagian atau selurub kegiatan. Sedangkan sanksi 
pidana: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin 
dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh 
milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang 
tnembeli/menampung dan mcmanfaatkan, mengangkut, iiiemurnikan, 
menjual minerba yang bukan dari pemegang lUP/lUPK dikenakan sanksi 
penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliyar rupiah 
berdasarkan pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka 
sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan pasal 163 (1), seiain denda 
dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan 
hukum pasal 163 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Beiakang 

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa 

berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besamya 

bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kin! maupun 

genarasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan 

kerugian terhadap wilayah yuridiksinya Negara lain, serta melindungi Negara 

terhadap dampiik kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan 

mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab 

terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk 

terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan 

lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan 

hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan. 

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). 

Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak. tembaga. minyak dan 

gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potenst-potensi alam lainnya yang 

dapat menopang pembangunan di Negara ini. ' 

' Adrian Siitedi. Hukum Pertamhangan. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 4. 
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Didalam Undang-undang Pertambangan menyatakan bahwa : Segala 

bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang 

merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah 

kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan 

dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

Kedua pemyataan tersebut mempakan bentuk jaminan dari negara untuk 

kemakmuran rayat yang merata dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang 

tersedia sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.' 

Perkembangan yang sangat pesat di Kabupaten Muara Enim adalah salah 

satunya dengan mengoiah potensi bahan galian yang terdapat di Muara Enim, 

sehingga secara bertahap mampu meningkatkan laraf kesejahteraan masyarakat 

dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. 

Batubara adalah sumberdaya mineral dan energi yang strategis sebagai 
salah satu sumber penggerak pembangunan sektor pertambangan. 
Sumberdaya batubara Sumatera Seiatan yang cukup besar sekitar 22, 24 
milyar ton (48% dari total sumberdaya batubara Indonesia) tersebar dl 8 
kabupaten dan 1 kota (Kabupaten Muba, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, 
OKU, OKUT. Muara Enim dan kota Prabumulih). Kualilas batubara 
Sumatera Seiatan umunya rendah, jenis lignit hingga subbitumitas (5000 
- 6.500 kkal/kg). Jenis batubara ini cocok untuk bahan bakar pembangkit 
listrik tenaga uap (PLTU Mulut Tambang). Saat ini sedang dilaksanakan 
pembangunan PLTU, yang mcmanfaatkan batubara kualitas rendah 
tersebut di daerah kabupaten Muara Enim dengan kapasitas 2x150 MW 
(Net 2x 113 MW). dan di beberapa daerah lain juga telah dilakukan studi 
kelayakan pembangunan PLTU Mulut tambang seperti PLTU 
Banjarasari dan PLTU Bangko Tengah.'' 

Supriadi. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm,6. 
^ flle:///L:/BB%20SUMSEL.hlm., diakses tanggal 20 September 2014. 
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Kebutuhan energi listrik yang cukup besar di Sumatera Seiatan 

menjelang tahun 2020 mencapai 1500 MW sedangkan pada waktu yang sama 

dapat terjadi krisis listrik yang hampir merata di Sumatera Seiatan dan Jawa. 

Gambaran ini menjelaskan bahwa potensi PLTU Mulut Tambang memiiki 

prospek yang menjanjikan yaitu beberapa potensi PLTU yang akan dibangun di 

Sumatera Seiatan akan dapat dipasarkan atau diserap oleh kebutuhan listrik di 

Sumatera (interkoneksi) Sumatera dan Jawa (interkoneksi Sumatera-Jawa) dan 

bahkan dapat diekspor ke Negara Malaysia (interkoneksi Sumatera-Malaysia). 

Iklim investasi Ini dapat menarik calon investor yang berminat dalam 

penambangan batubara di Sumatera Seiatan sekaligus membangun, atau usaha 

pertambangan untuk ekspor/domestik. 

Potensi cadangan batubara Sumatera Seiatan sekitar 22, 24 milyar ton 
48 % dari total batubara Indonesia yang tersebar di kabupaten Muara 
Enim 13. 6 milyar ton, Lahat 2, 7 milyar ton. OKU dan OKUT 0, 32 
milyar ton. lahat 2,7 milyar to dan kabupaten Musi Rawas sebesar 0, 8 
milyar ton. Batubara tersebut tersebar dalam 40 wilayah prospek yang 
sebagian telah dlmiliki oleh beberapa pemsahaan (lUP dan PKP2B). PT. 
BA saat ini mempunyai operasi penambangan di daerah Tanjung Enim 
dan sekitamya dengan produk 10 juta ton pertahun. Simiberdaya 
batubara yang dimiliki oleh PT. BA di daerah Kabupaten Muara Enim 
dan Lahat adalah sekitar 5. 505 milyar ton.'' 

Beberapa alasan lain penelitian pada kegiatan penambangan Batubara di 

Kabupaten Muara Enim, bahwa kegiatan f>enambangan tersebut belum 

mendapatkan perizinan dari pihak pemerintah. Untuk itu, sehubungan dengan 

judul penelitian ini, penulis ingin mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku penambangan tanpa izin tersebut. yang selanjutnya dituangkan dalam 

penelitian skripsi ini dengan judul : TANGGUNG JAWAB D A N SANKSI 

' f l le:/ / /L:/BB%20SUMSEL.htm., diakses tanggal 20 Nopembcr 2012 
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H U K U M T E R H A D A P P E L A K U PENAMBANGAN B A T U B A R A 

TANPA IZIN DI K A B U P A T E N M U A R A ENIM. 

B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam Skripsi Ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di 

Kabupaten Muara Enim ? 

2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin 

di Kabupaten Muara Enim ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana, khususnya yang 

ada hubungannya dengan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku 

penambangan Batubara tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 di Kabupaten Muara Enim. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa 

izin di Kabupaten Muara Enim; 

2. Untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara 

tanpa izin di Kabupaten Muara Enim. 

D. Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum. terutama yang bersangkutan dengan tanggungjawab pelaku 
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penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, maka jenis 

pencil(iannya adalah penelitian hukum normatif yang didukung data 

wawancara yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak bermaksud 

untuk menguji hipotesis. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan 

cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah 

bahan-bahan hukum seperti : 

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan 

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-

teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya 

2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara 

melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polres Kabupaten Muara 

Enim. 

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode 

analisis isi ( content analisys ) terhadap data tekstular unmtuk selanjutnya 

dikonstruksikan kc dalam suatu kesimpulan. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut; 

Bab I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar beiakang, 

Permasalahan. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode 

Penelitian. serta Sistematika Penulisan. 
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Bab I I , merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu : Pengertian dan 

Asas-asas Hukum Pertambangem, Tujuan Pemidanaan, 

Pertanggung Jawaban Pidana. 

Bab III , merupakan pembahasan yang berkaiian dengan tanggungjawab 

pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara 

Enim dan sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara 

tanpa izin di Kabupaten Muara Enim Bab IV berisikan 

Kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan 

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan 

bahasa Inggris, yaitu mineral and coal mining law, bahasa Belanda disebut 

dengan mineraal-en kolenmijnen recht atau bahasa Jerman disebut dengan istilah 

mineral und kohlehergbau geselz. Ada empat unsur yang terkandung dalam 

Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:' 

1. hukum; 

2. pertambangan; 

3. mineral; dan 

4. batubara. 

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara 

dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya. Pertambangan adalah: 

"Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, 

serta kegiatan pascatambang".̂  

' Adrian Suledi, Op.Cit., hlm.67. 

"Ibid., hlm,73. 
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Dalam definisi ini , pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. 

Kegiatan itu, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. 

Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di a lam, yang memii iki 

sifat fisik dan k i m i a tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 

membentuk batuan, baik daiam bentuk lepas atau padu". Batubara adalah endapan 

senyawa organik karbonan yang terbentuk secara a lamiah dan sisa tumbuh-

tumbuhan. 

Dari unsur-unsur di atas. dapat dirumuskan dctlnis i hukum pcrtambangan 

mineral dan batubara. H u k u m pertambangan mineral dan batubara merupakan: 

"kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral 

dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum. 

baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan 

mineral dan batubara".' 

A d a dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan 

mineral dan batubara. yaitu: 

1. mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan 

. 2. mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.^ 

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara 

mempunyai kevvenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Ujud 

pengaturannya. yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Satah satu 

^ Salim HS, Hukum Penambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafilo, Jakarta, 2011, 
hlm.24. 

^ Ibid,, hlm.29. 
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undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu 

UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara dan berbagai peraturan pclaksanaannya. Landasan filosofis atau 

pertimbangan hukum ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahwa: 

"Mineral dan batubara yang terkandung daloni wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan pcnting dalam 

memenuhi hajat hidup orang banyak. karena itu pengelolaannya harus dikuasai 

olch negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perckonomian nasional 

dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan". 

Ada tiga unsur cscnsial yang tercantum dalam landasan filosofis atau 

pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu: 

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara; 

2. Penguasaan negara; dan 

3. Tujuan penguasaan negara.̂  

Keberadaan mineral dan batubara di negara kita bukan disebabkan karena 

perbuatan manusia. tetapi semata-mata merupakan pemberian dari Allah SWT. 

Sebagai pemberian dari Allah SWl maka manusia harus mengelola dan 

memanfaatkannya untuk kepentingan umat maitusia. 

Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai 

sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara ialah 

" ibid., hlm.36. 
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"Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan pcnuh (voUdige 

bcvoegdheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang dipcriukan dalam 

bentuk mengatur (regelen). mengurus {hesluren) dan mengawasi 

[loczichihouden) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya aiam 

nasional". 

Ruiiiusan penguasaan negara juga dilemukaii dalam Pulusan Mahkainah 

Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi: 

"Pengertian "dikuasai oleti negara" haruslah diartikan mencakup makna 

penguasaan olch negara dalam orti tuas yang bcrsumbcr dan diturunkan 

dari konsepsi kcdaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan 

"bumi. air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk 

pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh knlektivitas rakyat 

atas sumbcr-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu 

dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk 

mengadakan kebijakan (belcid) dan tindakan pengunisan (hesluursdaad). 

pcngaturan {regelenJaad). pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 

(loezichihoudemdaad) untuk lujuan sebesar-besamya kemakmuran 

rakyat"." 

Kewenangan negara dalam pulusan ini, inel ipuli: 

1. Membuat kebijakan (heleid) dan pengurusan (hesluursdaad): 

2. I'engaturan (regt'lendaad): 

Abrar Salcng. Hukum Pertamhangan. till Press. Yitgyakarta. 2004. him, 219 

" Pulusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 002/PIUI-I/2OO3. him.. 
208-209. 
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3. Pengelolaan (beheersdaad); dan 

4. Pengawasan (toezichlhoudensdaad)}^ 

Fungsi pengurusan (hesluursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah 

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinon 

(verguming), liscnsi (licenlie), dan konscsi (consessie). Fungsi pcngaturan olch 

negara (regelendaad) dilakukan melalui vvewenangan legislasi oleb DPR bersama 

Pemerintah, dan rcgulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 

dilakukan melalui mekanisme pemilikan sahani (sharedwlding) dan/atau inelalui 

keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Mitik Negara atau Badan 

Hukum Milik Negara sebagai instrumcn kclembagaan, yang mclaluinya negara, 

e.g. pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan 

itu untuk digunakan bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Dcmikian pula 

fungsi pengawasan oleh negara (toezichlhoudensdaad) dilakukan oleh negara, e.g. 

pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendallkan agar pelaksanaan 

penguasaan olch negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud bcnar-benar di 

lakukan untuk sebesar-besamya kemakmuran seluruh rakyat. 

Pada hakckatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah 

memberi nilai lambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara bcrkcadilan. 

Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara itu, 

yaitu: 

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pcngendalian kegiatan usaha 
pertambangan secara berdaya guna. berhasil guna, dan berdaya saing; 

Salim I I S . . Op.Cil. hlm.4.3. 
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2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 

3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau 
sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 

4. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih 
mampu bcrsaing di lingkat nasional, regional, dan intemasional; 

5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta 
menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat; 
dan 

6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara." 

Penguasaan mineral dan batubara olch negara diselcnggarakan oleh 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Penguasaan oleh negara ini adalah 

memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara bcrkcadilan. 

Di negara-negara lain, seperti, Philipina, Ghana, dan China, negara 

mempunyai kedudukan yang sangat penling dalam pengelolaan dan penguasaan 

sumber daya alasan, karena negara sebagai pemilik sumber daya alam mineral 

atau tambang, 

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu 

mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan 

mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat 

memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan 

mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pcndukung dan kcwajiban. Subjek 

hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek 

hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan 

batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan 

" Ibid, him. 47. 
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hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum meliputi. PT, Koperasi, 

Yayasan, BUMN, dan BUMD. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, meliputi CV dan Ftrma. 

Dalam Undang-undang Pertambangan, tidak dituliskan secara jelas tentang 

pengertian hukum pcrtambangan terscbut, sedangkan dctlnisi hukum itu scndiri 

menurut Kainus Besar Baliusu Indonesia adalah ; 

"Peraturan atau adat yang secara resmi dlanggap mengikat, yang 
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. atau undang-undang, 
peraturan dan sabagainya untuk mengatur perguulan hidup masyarakat. 
atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang 
tertentu. atau keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim 
(dalam pengadilon); vonis".''* 

Menurut Van Apcldoom tidak mungkinlah dibuat dcfinisi mengenai 

"hukum". Karena sompai saat Ini para ahli hukum pun belum bisa menetapkan 

dcfinisi yang tetap mengenai dcfinisi hukum itu scndiri, olch scbab itu setiap 

orang pasti memiiiki dcfinisi yang bcrbeda dengan fcrsi yang berbeda pula." 

Namun pada intinya yang dimaksud dengan hukum merupakan aturan 

yang dibuat olch pcmcrinlah/'pcnguasa yang bcrwcnang yang didalamnya 

mengandung sanksi bagi yang melakukan pclanggaran terhadap aturan tersebut, 

Sedangkan dcfinisi pcrtambangan itu scndiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah urusan (perkerjaan dsb) yang berkenaan dengan tambang. 

Ada beberapa pengertian dari hukum pertambangan; 

Yahya Muhaimin, Kamus Besar Bahasa Indonesia hdisi Ke Tiga, Ualai Puslaka, 
Jakarta. 2001. him. 410 

Moh. Saleh Ujindang. i'engantar Dalam llukum WoH«/a,Pustaka Sinar llarapan. 
Jakarta. 1998, him. I 
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Hukum Pertambangan ialah bidang hukum yang mengatur hak penguasaan 
atas bahan galian. Hukum pertambangan secara khusus diatur dalam UU 
kok Pertambangan. 
Menurut Black Dictionary mining law is "'the act of appropriating a mining 
claim (parcel of lamJ containing precious metal in its soil or rock) 
according to certain establishcJ rule". Artinya, hukum pcrtambangan 
merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak mcnambang (bagian 
dari tanah yang mangandung logam berharga di dalam tanah atau 
bebaluan)menurul aluran-aturun yang teloh ditetapkan." 

Selanjutnya Salim Hs mcngcmukakan bahwa hukum pcrtambangan adalah 

"Kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam mengelola bahan 

galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan 

atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)". 

Kaidah hukum dibcdakan menjadi dua macam. yaitu kaidah hukum tertulis 

dan tidak tcrtulis. Hukum Tertulis adalah hukum yang mencakup perundang-

undangan dalam berbagai beniuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan 

traktat yang dihasiikan dari hubungan hukum intemasional. Sedangkan hukum 

tidak tcrtulis adalah juga hukum kebiasaan. salah satu contoh hukum tidak tertulis 

adalah hukum odat Indonesia." Kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan. traktat dan yurisprudensi yang telah terkodifikasi. 

merupakan bentuk dari kaidah hukum tertulis. 

Hukum pcrtambangan tidak tcrtulis bcntuknya tidak tcrtulis dan bersifat 

lokal atau hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kevvenangan Negara 

mempakan kckua.saan yang diberikan olch hukum kepada Negara untuk 

Salim Hs.. Op.Cil.. him.8. 

Swdjono L)irdjosi\M.)ro. Pengamar limu Hukum. HI Kaja Oratindo Hersada, Jakarta, 
him. 205 
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mengums, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam 

pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kewenangan Negara dilakukan oleh pcmcrintah, penguasaan bahan galian 

lidak hanya menjadi monopoli pemerintah saja, tapi juga diberikan hak kepada 

orang dan/atau badan hukum untuk mcngusahakan bahan galian sehingga 

hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum hams diatur 

sedcmikian rupa agar mereka dapat mcngusahakan bahan galian secara optimal. 

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh; 
1. instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri 
2. perusahaan Negara 
3. perusahaan Daerah 
4. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah 
5. koperasi 
6. badan atau Perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (I) 
7. pemsahaan dengan modal berasma antara Negara dan/atau Daerah 

dengan koperasi daa'atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi 
syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) 

8. pertambangan rakyat." 

Fungsi pihak pemerinlah agar orang atau badan hukum dapat 

mengusahakan bahan galian secara optimal. pcmcrintah daerah 

(provinsi/kabupaten dan kota) memberikan izin kuasa pertambangan. kontrak 

karya, pcrjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum 

tersebut. 

Jadi dari beberapa definisi hukum pertambangan di atas dan uraian yang 

tercantum dalam definisi terakhir ini terdapat tiga unsur mengenai hukum 

pertambangan yaitu adanya kaidah hukum. adanya wewenang Negara dalam 

'* Salim HS. Op.Cil.. hlm.14. 
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pengelolaan bahan galian dan adanya hubungan hukum antara Negara dengan 

orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian. 

Terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam Undang-undang 

Pertambangan, walaupun secara detll tidak dituliskan tentang asas-asas hukum 

pertambangan terscbut. Namun dari penjclasannya dan pasal-pasa! yang terdapat 

didalamnya, Salim Hs mengidcntifikasikan bahwa terdapat beberapa asas yaitu:" 

a. Asas Manfaat 

Asas manfaat merupakan asas dimana diharapkan dalam melakukan 

eksploitasi atau pengusahaan bahan galian yang ada. akan dapat 

memberikan manfaat terhadap masyarakat liiigkar tambang atau 

bahkan sebesar-besamya untuk memakmuran rakyat Indonesia. 

b. Asas Pengusahaan 

Asas pengusahaan merupakan asas dimana diharapkan dalam 

penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat 

di dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia, dapat diusabakan 

dengan optimal tanpa mengabaikan kondisi lingkungan lingkar 

tambang. 

c. Asas Keselarasan 

Asas keselarasan merupakan asas dimana ketentuan undang-undang 

pokok pertambangan harus selaras atau scsuai dengan cita-cita dasar 

Negara Republik Indonesia. 

d. Asas Parlisipatif 

Ibid., him. 12, 
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Asas paratisipatif merupakan asas dimana pihak swasta maupun 

perorangan diberikan hak dan kesempatan untuk mengusahakan bahan 

galian yang terdapat dalam wilayah hukum pcrtamangan Indonesia, 

e. Asas Musyawarah dan Mufakat 

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas dimanan pcmcgang 

kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik 

harus mcmbayar ganti kerugian kepada pcmilik hak atas tanah, yang 

bcsamya ditcnlukan berdasarkan basil musyawarah dun disepakati oleh 

kedua beiah pihak. 

Salim Hs memberikan dcfinisi dari beberapa asas yang terdapat 

dalam Undang-undang Pertambangan, yaitu; 

a. Asas Ekonomi Kcrakyalan 

Asas ekonomi kerakyatan yaitu asas di mana dalam bai 

penyelenggaraan usaha pertambangan minyak dan gas bumi haruslah 

memberikan peluang yang sama terhadap setiap pelaku ekonomi. 

b. Asas Keterpaduan 

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan 

pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan secara lerpadu dengan 

mcmcrhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat 

setempat (lingkar tambang). 

b. Asas Manfaat 

Asas manfaat adalali suatu asas di dalam penyelenggaraan 

pertambangan miyak dan gas bumi. dimana dalam penyelenggaraan 
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kegiatan usaha minyak dan gas bumi hams memberikan 

manfaat/kegunaan bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat banyak. 

Asas Kcadilan 

Asas keadilan adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan 

pertambangan minyak dan gas bumi. dimana daiam penyelenggaraan 

kegiatan itu harus memberikan peluang dan kesempatan yang suma 

kepada semua warga Negara sesuatu dengan kcmampuannya. schingga 

dapat meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat. uleh karena itu, 

di dalam pemberian izin usaha hilir dan kontrak kcrja sama hams 

dicegah tcrjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoly dan 

oligop.soni. Mono Poll adalah situasi yang pengadaan barang 

dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sckurang-

kurangnya seper tiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok 

.sehingga harganya dapat dikendalikan. misalnya pengusaha minyak 

bumi dan gas alam adalah pemerintah, atau hak tunggal untuk 

bemsaha. 

Monop soni adalah keadaan pasar secara tidak scimbang yang 

dipengaruhi oleh seorang pembali; yang terbatas oleh pembeli. Oligo 

poll adalah kcadaan pasar dengan produscn bamag hanya bcrjumlah 

sedikit schingga mereka atau seorang dari mereka dapat 

mempcngamhi harga pasar atau kcadaan pasar yang lidak scimbang 

karena dipengaruhi olch scjumlah pembeli. 

Asas Keseimbangan 
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Asas keseimbangan merupakan asas yang dalam penycleggaraan 

pertambangan minyak dan gas bumi. dimana para pihak mempunyai 

kedudukan yang sctara/scjajar dalam mcncntukan bcntuk dan substansi 

kontrak kerja soma, balk kontrak bagi hasil pertambangan maupun 

kontrak-kontrak lainnya. 

e. Asas Pemerataon 

Asas pemerataan yaitu asas yang dalam penyelenggaraan 

pcrtambangan minyak dan gas bumi, dimana hasil-liasil dari 

pertambangan minyak dan gas bumi dapat menikmati secara merata 

olch seluruh masvarakat Indonesia. 

f. Asas Kemakmuran Bersama 

Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, yaitu 

asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, 

dimana hasil-hasil dari pertambanga minyak dan gas bumi dapat 

memakmurkan (menjadi makmur) dan meyejahterakan seluruh 

maryarokat. 

g. Asas Keamanan dan Keselamatan 

Asas keamanan dan keselamatan. yaitu asas di dalam penyelenggaraan 

mampu memberikan rasa tcntram, tidak ada gangguan dan aman bagi 

para pihak y ang mengadakan kontrak kerja sama atau penerimaa izin 

usaha hilir. 
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Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau 

bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, penyangkutan, 

pcnyimpangan dan/atau niaga 

h. Asas Kepastian 1 lukum 

Asas kepastian hukum merupakan asas daiam picnyclcnggaraan 

pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalam penyelenggaraan 

usaha minyak dan gas bumi mampu menjamin kepastian hak-hak dan 

kcwajiban para pihak yang mengadakan kontrak kcrja sama atau yang 

mencriina izin usaha hilir. 

i . Asas Berwawasan Lingkungan 

Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas dalam penyelenggaraan 

pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalam penyelenggaraan 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memperhatikan lingkungan 

hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 

Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan 

gallon strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila 

tcrlcbih dahulu telah mendapat kuasa pcrtambangan. 

B. ru juun Pemidanaan 

Pcrkcmbangan tcori-tcori tentang tujuan pemidanaan bcrkembang seiring 

dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mcndasari 

pcrkcmbangan tcori-tcori terscbut. Pcrihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana 
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dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam 

perkembangannya sebagai berikut: 

1. Teori absolute/ Retributive (Retribtilism 

Menurut teori absolute/ Retributive (Rctribulism). pidana adalah suatu hal 

yang mutlak harus dijaluhkan terhadap adanya suatu kejahatan. I'idana adalah hal 

yang tidak mengenai konipromi untuk diberikan sebagai pembalasan teriiadup 

suatu kejahatan. 

Teori rctribulivisnie mencari pendasaran hukuman dengan inemandang ke 

masa lampau. yaitu mcmusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah 

dilakukan.^" 

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima 

hukuman itu demi kcsalahannya. llukuman menjadi rctribusi yang adil bagi 

kerugian yang sudah diakibatkan. dalam teori absolut atau teori pembalasan, 

pidana ttdaktah bertujuan untuk yang praktis. seperti memperbaiki penjahat. 

Kejahatan itu scndiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya ptdana. 

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu 

mcmikirkan manfaat dari pcnjatuhan pidana. 

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang 

mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang 

tidak mengenai kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu 

kejahatan. 

MaliruN Ali. Dasar-dasar Hukum I'idana. Sinar Grolika. Jakarta. 2010. him.37. 
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Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori 

absotut adalab "untuk memuaskan tuntutan keadilan", sedangkan 

pengaruhpengaruhnya yang mcnguntungkan adaiah merupakan tujuan yang 

kedua.̂ ' 

Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat ImmanucI 

Kant di dalam bukunya '''Philosophy of Law". Kant menyatakan sebagai berikut: 

" Pidana tidak pcmah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

memproinusikan lujuan/kcbaikon lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi 

masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang 

bcrsatigkutan telah melakukan suatu kejaliatan. Balikan walaupun seluruh anggota 

masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri {membubarkan 

masyarakat). pembunuh tcrakhir yang masih berada daiam penjara harus dipidana 

mati sebeium resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini 

harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari 

perbualannya, dan pcrasaan balas dendam lidak boleh tetap ada pada anggota 

masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang 

sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pcmbunuhan itu yang merupakan 

pelanggaran terhadap keadilan umum." 

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Aricf menyatakan bahwa Kant 

memandang pidana sebagai "Kategohsclte Imperalief. yaitu seseorang harus 

dipidana olch hakim karena ia tclah melakukan kejahatan. Pidana bukan 

merupakan suatu aial untuk mencapai tujuan, mclainkan mcnccnninkan keadilan. 

'-' Ibid. hlm.4l. 
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Dengan dcmikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan 

kesusilaan. Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah llegel, 

Hegel mengeluarkan teori yang dikenai dengan qiiashi-mmhemaric, yaitu 

- Wrong being (crime) is the negation oj right; and 

- Punishment is the negation of that negation. 

Dalam teori tersebut, Hcgcl berpendapat bahwa pidana merupakan 

keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan 

adalah pengingkaran terhadap keterliban umum atau ketcrtiban hukum Negara 

yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan Negation 

der Negation (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Nigel 

Walker menyatakan bahwa para pcnganut teori rclributif ini dapat pula dibagi 

dalam beberapa golongan, yakni: 

1. I'cnganut leori retributif yang murni (the pure retributivist) yang 

berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan 

si pembuat; 

2. Penganut rclributif tidak mumi (dengan modifikasi). yang dapat pula 

dibagi dalam : 

a. Pcnganut retributif yang tcrbatas (the limiting retributivist) yang 

berpendapat bahwa pidana tidak jarus cocok/'sepadan dengan 

kesalahan; hanya saja tidak boleh mclcbihi batas yang 

cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa. 

" Ibid., him.54. 
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b. Penganut retributif yang distributif {retribution in distribution), 

disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana 

janganlah dikenakan pada orang yang tidak bcrsalah, tetapi pidana 

juga tidak hams cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip 

"tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati. tetapi dimungkinkan 

adanya pengecualian, misalnya dalam hal sln'cl liabilHy. 

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan the pure 

relribulivisi saja yang mengemukakan alasan-aiasan atau dasar pembenaran untuk 

pcngcnaan pidana. Olch karena itu, golongan ini disebut golongan Punisher 

(pcnganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan the limiling relribulivisi dan 

golongan retribution in distribution tidak mengajukan alasanalasan untuk 

pcngcnaan pidana, tetapi mangajukan prinsip-prinsip untuk pembalasan pidana. 

Menumt Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang 

non-retributive. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kcbanyakan KL'IIP disusun 

sesuai dengan penganut golongan the limiting retributivist, yaitu dengan 

menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadiian 

untuk mcngcnakan batas maksimum yang tclah ditentukan. 

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi 

pembalasan subycktif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan 

pembalasan obyeklif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh 

pelaku lerhadap dunia luar. 

Selanjutnya John Kaplan, mcmbedakan teori retribution ini menjadi dua 

leori yang sebenamva tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu 
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menjaluhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita 

"menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada 

kita". Kedua teori tersebut adalah yaitu : 

a) Teori pembalasan {the revenge theory); 

b) Teori penebusan dosa [the expiation theory). 

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbui pula keberatan-

keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya 

pidana terhadap suatu kejahatan. 

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori 

pembalasan tersebut, yaitu :^ 

a. Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan Negara 

harus menjaluhkan pidana. 

b. Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis. 

Dengan adanya keberalan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, 

kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori 

yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenai dengan teori relatif. 

2, Teori Relatif/Teieologis (Teleological Theory) 

Menurut teori tni. memidana bukanlah untuk memuaskan tuntuan absolute 

dari keadilan. Pembalasan ilu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai 

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu. J. Andenaes 

menganggap teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat" (the 

theory of social defence). 

Andi Hamzah, Hukum Acara Puiana. Sinar Graiika, Jakarta, 2006, him 93. 
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Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada 

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan {quia 

peccalum est), melainkan supaya orangjangan melakukan kejahatan (nepeccalur). 

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang 

berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran 

reduktif (the reductive point of view), karena dasar pembenaran menurut teori ini 

adalah untuk mengurangl frekwensi kejahatan. Dengan dcmikian pidana bukanlah 

sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 

bermanfaat. Oleh karena itu. teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan 

(utilitarian theory). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak 

pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (quia 

peccalum est), melainkan supaya orangjangan melakukan kejahatan (nepeccalur). 

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan 

ini. selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap 

terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada 

umumnya. 

Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai 

berikut 

1, Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahal 

yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan nial buruknya. 

2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 

" Ibid. him. 98. 
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3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin 

diperbaiki. 

4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan lata cara tertib 

hukum. 

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada 

tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau general prevention, 

yaitu -P 

1. Pengaruh pencegahan; 

2. Pengaruh untuk mempcrkuat larangan-larangan moral; 

3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. 

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya. Seiain 

prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam 

golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai "daya untuk 

mengamankan". Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, 

khususnya pidana pencabulan kemerdekaan. lebih mengamankan masyarakat 

terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dl dalam penjara daripada 

kalau dia tidak dalam penjara. 

3. Teori Retributive Teieologis (Teleological Retributivist) I Teori 

Gabungan 

Di samping pembagian secara tradislonal terhadap teori-teori pemidanaan 

seperti yang dikemukakan di alas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi 

Hardii Nawawi Ariel', Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana. PT. 
Citra Aditya llakli. liandung. 2001. hlm53. 
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teori kettga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan 

ini bervariasi Juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang 

menginginkan supaya unsur pembala.san scimbang dengan unsur prevensi. 

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan 

yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan : "Pidana 

bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan 

bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan 

keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam 

kchidupan masyarakat." 

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsure pembalasan 

seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa 

teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang dilimbulkannva dan gunanyajuga 

tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga 

oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan 

bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana 

khususnya. 

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian 

buhwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi 

general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Mcrkel. 

Kohler. Richard Schmid dan Beling.'' 

" A. Hamzah. Sili Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. 
Akiidtmika I'ressindo, Jakarta. 2002, him.64 

U. SchatTmeister dkk. Hukum Pidana. PT. Citra Adilya Baktl, Bandung, 2007, hlm,24. 
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Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan 

mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan 

unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di 

antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang 

penganut teori gabungan ini. 

Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural 

(umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teieologis (prinsip-prinsip 

UlilUarian) dan prinsip-prinsip relribulivisi di daiam satu kesatuan sehingga 

seringkali pandangan ini di.scbul sebagai aliran integrative. 

Pandangan ini menganjurkan adanya kcmungkinan untuk mengadakan 

artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi 

sekaligus. misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai 

saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. 

Teori-teori yang muncul bersamaan dengan lahimya aliran-aliran dalam 

hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar hukum atau pembenar dari 

pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana yang 

bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis. 

Pengertian bermanfaat dalam hal ini diartikan dalam artian yang luas. 

bukan saja untuk masyarakat, terdakwa tetapi juga bagi korban. Sedangkan 

pengertian praktis lebih mengandung makna bahwa hukum pidana yang mudah 

penerapanriya tanpa mcmerlukan prosedur yang bcrbeiit-beiit tetapi dengan lidak 

menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku. 
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Secara sistemik perumusan ketentuan hukum pidana hams kondusif 

terhadap keseturuhan upaya-upaya pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan, 

yaitu: 

a. jangka pendek yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, 

b. jangka menengah untuk pencegahan kejahatan, dan 

c. jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian. dapat dinyatakan bahwa secara umum, tujuan umum 

dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal) adalah upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

C. Pertanggung Jawaban Pidana 

Terminologi tindak pidana merupakan istitah yang disetuskan oleh 

Satochid Kartanegara sebagai suatu delik, dan delik itu sendiri adalah suatu 

perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh 

Undang-Undang (pidana). 

Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda diartikan sebagai 

slrajbaar fei!?^ Menumt Simon, tindak pidana atau slrafbaar feis ilu ialah suatu 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. perbuatan mana dilakukan 

oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada 

sipembuatnya (si pelaku)."* 

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pengantar Hukum Indonesia. PI'. Citra Aditya 
Bakli. Bandung. 2003. him 106. 

" / W , him.108. 
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Terminologi lain dalam bahasa Indonesia untuk istilah delik sebagai suatu 

peristiwa pidana yang dikatakan oleh Pumadi Purbacaraka, ialah "suatu delik itu 

disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu 

kejadian atau peristiwa yang harus dlpertangungjawabkan karena merugikan 

pihak lain".'' 

Selanjutnya adalah L J. Van Apeldaom dalam bukunya mengatakan 

bahwa "peristiwa pidana itu ialah tindakan-tindakan (handelingen) yang oleh 

Undang-Undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman, yang mana 

suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman jika tindakan itu didahului oleh 

ancaman hukuman dalam Undang-Undang".'"' 

Pengertian tindak pidana secara umum dan/atau pada umumnya dapatlah 

penulis pahami sebagai suatu delik, yaitu pelaksanaan dari kepentingan hukum 

dan sesuatu yang menyangkul dan/atau mengancam kepentingan hukum. 

Kepentingan hukum yang dimaksud ialah hak-hak. hubungan-hubungan, keadaan-

keadaan dan gangguan-gangguan masyarakat. 

Berbicara soal macam-macam tindak pidana, maka menurut aturan KUHP 

dapatlah kita kelompokkan kedaiam dua bidang, yaitu tindak pidana kejahatan dan 

tindak pidana pelanggaran. Pengertian dari pengelompokkan itu menurut L J. Van 

Apeldoorn antara lain:'" 

a. Tindak pidana kejahatan (delik hukum) yaitu perlstiwa-peristiwa yang 
bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan 
masyarakat. teriepas dari undang-undang, yang mana kejahatan itu 

htm 109. 
I.. J. Van Apeldoom. Penganlar Ilmu Hukum. Pradnya Paramila. Jakarta. 1976, him. 

336. 
" / W . h l m . 342. 
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pantas dijatuhi hukuman, walaupun seklranya menurut Undang-
Undang tak dapat di hukum. 

b. Tindak pidana pelanggaran (delik undang-undang) yaitu peristiwa-
peristiwa yang dilarang olch undang-undang demi kesejahteraan 
umum, tetapi tidak bertentangan dengan ke.sadaran hukum dari 
masyarakat. 

Menurut KUHP tindak pidana kejahatan diatur dalam buku ke 11, 

sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ke III. Pengelompokan 

yang diatur dalam KUHP oleh pembentuk KUHP terkesan diasumsikan bahwa 

bentuk pidana yang berat tergoiong sebagai kejahatan dan bentuk pidana yang 

ringan digolongkan sebagai bentuk pelanggaran. Tetapi terhadap kedua 

pengelompokan itu sama-sama berbcnluk sebagai tindak pidana. 

Tetapi seiain kedua kelompok pembeda kedua macam tindak pidana 

diatas, ada juga tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Diantaranya tindak 

pidana korupsi, tindak pidana pencuciart uang, tindak pidana narkotlka, dan 

sebagainya, Yang mana hai itu telah ditentukan oleh Pasal 103 KUHP. Ketentuan 

Pasal 103 KUHP itu merupakan pengakuan adanya peraturan hukum yang bersifat 

khusus (aturan diluar KUHP), akibat dari kebutuhan kelakuan masyarakat yang 

terus mengaiami perkembangan (masyarakat dinamis). 

Pertanggungjawaban dari sipembuat atas perbuatan Pidana yang telah 

dilakukan. dan perbuatan itu tercela dan dengan kesalahan itu bisa sengaja atau 

kelalaian. 

Subjek Hukum Pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu 

1, I'enanggung jawab peristiwa Pidana; 

" Rambang Purnomo, asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta' 2004 



33 

2. Polisi yang melakukan penyidikan; 

3. Jaksa yang melakukan penuntutan; 

4. Pengacara; 

5. Hakim yang mengadili; 

6. Petugas lembaga permasyarakatan yang melaksanakan eksekusi putusan 

Hakim. 

Penanggung jawab peristiwa Pidana dapat dikualiflkasi atas 

1. Penanggungjawabpenuh; 

2. Penanggungjawab sebagian; 

Ad.l . Penanggungjawab Penuh 

Adalah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) 

peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. 

Termasuk dalam kategori ini adalah : 

dadaer. penanggungjawab mandiri; 

mede dader ; penanggungjawab bersama; 

- medepleger ; penanggung jawab peserta; 

- doen pleger; penanggung jawab penyuruh; 

- uillnker : penanggungjawab pembujuk atau perencana. 

Dader. yajtu penanggung jawab peristiwa pidana atau dengan 

perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang 

disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam Delik tbrmil terlihat 

apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan di ancain 

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1983,hlm.30 
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pidana oleh undang-undang. Daiam delik materil terlihat apabila seorang 

menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh undang-

undang. 

Mededader dan medepleger, menurut Noyon yang diikuti oleh Mr. 

Tresna dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana menyatakan bahwa 

mededader itu adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan 

medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. 

Perbedaan terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan atau 

menyebabkan peristiwa pidana. Mededader itu orang bersama orang lain 

menyebabkan peristiwa pidana. dengan peranan yang sama derajatnya atau 

pelakunya harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana. 

Sedangkan medepleger peranan masing-masing yang menyebabkan 

peristiwa pidana tidak .sama derajatnya, yang salu menjadi dader yang lain ikut 

serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur 

peristiwa pidana tersebut, walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP, baik 

mededader maupun medepleger dipidana sehagai dader. Untuk jela.snya 

perbedaan kedua pengertian tersebut dapat dilihat pada contoh berikut: 

Mededader 

A dan B bersama - sama melakukan kejahatan pencurian dengan jalan 

membongkar. A membikin iubang pada dinding rumah yang akan dimasuki ilu 

dan B masuk dari jalan Iubang itu kedaiam rumah dan mengambil barang-

barang dari rumah itu. Di sini A dan B masing-masing melakukan perbuatan 

yang menjadi unsur kejahatan pencurian dengan jalan membongkar. Masing-
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masing perbualannya sama derajatnya. Oleh karena itu, kedua-duanya sebagai 

dader dan yang satu terhadap yang lain adalah mededader (kawan pelaku). 

Medepleger 

Menurut pasal 284 KUHP untuk dapat dikatakan berzina (overspel), 

pelakunya haruslah orang yang sudah beristeri atau bersuami. Jadi unsur 

perbuatan Zina itu pelakunya harus sudah kawin. Bila salah satu pelakunya 

belum kawin. maka dia tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan zina, tapi 

hanya sebagai medepleger, karena tidak memenuhi unsur peristiwa pidana 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP tersebut yaitu sudah kawin. 

Doenpleger 

Doenpleger adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan 

suatu peristiwa pidana. Daiam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat 

bahwa orang yang disuruh tersebut mampu bertanggung jawab, jadi tidak 

dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah olah hanya menjadi alat 

{instrument) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh 

menurut ilmu hukum pidana disebut manus domina dan orang yang disuruh 

disebut manus ministra. 

Tanggung jawab dari orang yang menyuruh itu sama dengan tangggung jawab 

dari pembujuk ( uitlokker ) yaitu : 

1. Tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang 

yang disuruh. meskipun maksud orang yang menyuruh itu lebih jauh dari 

itu. 

2. Tanggungjawab itu tidak lebih dari apa yang dikehendakinya. 
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Adapun sebab-sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana 

ialah 

1. Orang yang jiwanya dihinggapi penyakit atau jiwanya tidak tumbuh 

dengan sempuma (pasal 44 KUHP): 

2. Orang yang disuruh . berada dalam keadaan overmacht (pasal 48 KUHP); 

3. Orang yang disuruh melakukan onbevoegd gegeven ambteljk bevel (pasal 

51 ayat { 2 ) KUHP); 

4. Orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur 

Delik; 

5. Orang yang disuruh menimbulkan delik tidak mempunyai unsur opzet 

sebagaimana menjadi syarat dari pada delik; 

6. Orang yang disuruh tidak memiiiki unsure hoedanigheid atau kualitas yang 

menjadi syarat delik, sedang menyuruh memiiiki unsur tersebut. 

Vitloker 

Seperti halnya dengan doenpleger maka UUlokker juga memakai seorang 

peranlara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa 

pidana dinamakan perencana atau sering disebut "intellectueel dader atau 

UUlokker''' sedang orang yang dibujuk disebut "UUgelokfe". Antara 

doenpleger 6an UUlokki-r mempunyai persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang 

mcnggerakkan orang lain untuk melakukan sualu peristiwa Pidana. 

Perbedaannya : Doenpleger menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak 

mampu bertanggung jawab). 
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Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. 

Pada bentuk "Uitloken", baik orang yang membujuk (UUlokker) maupun 

orang yang dibujuk (ttilgelokle) sama - sama dapat dipidana Seiain itu perlu 

diingat bahwa untuk dapat dikatakan uitlokker. si pembujuk harus 

menggunakan daya upaya sebagaimana yang tercantum secara limitatif dalam 

pasai 55 ayat ( I ) sub 2 KUHP. Gunanya adalah untuk kepastian hukum 

(rechtszekerheid) 

Pada mulanya daya upaya yang tercantum pada pasal 55 ayat (1) 

sub 2 secara limitatif berupa: pemberian. kesanggupan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau martabat, paksaan. ancaman. atau penipuan. 

Kemudian pada tahun 1925 pembuat undang-undang menambah 

penyebulan secara limitatif dengan tiga daya upaya bagi berupa memberi 

kesempatan (gelegenheid). sarana (middelen) atau keterangan (inlichtingen), 

gunanya untuk mengurangl kesemnatan memakai cara-cara iicik yang tidak di 

sebutkan dalam pasal 55 KUHP membujuk orang lain melakukan peristiwa 

p'ldana.Doenpleger dan uUlokker itu orangnya dan doenplegen dan uitlokken 

itu sikap tindaknya. 

Tanggung Jawab UUlokker 

Tanggung jawab uitlokker diatur dalam pasal 55 ayat (2) KUHP; 

apabila ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut dilinjau dengan teliti 

akan terlihat bahwa tanggung Jawab uiilokkker tersebut pada suatu pihak 

dibatasi artinya uitlokker hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan 

atas dari pada uitgehkle yang memang dengan sengaja digerakkan oleh 
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uUlokker. Pada pihak lain tanggung jawab dari uUlokker dapat di perluas, 

artinya uUlokker bertanggung jawab juga terhadap akibat timbui dari 

perbuatan uUgetokte {Satochid Karlanegrd). 

Ad.2. Penanggungjawab Sebagian 

Yang di maksud dengan penanggung jawab sebagian ialah : apabila 

seseorang bertanggung Jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan.dan di 

ancam dengan pidana sebesar 2/3 ( dua pertiga ) pidana kejahatan yang 

selesai.Termasuk daiam kategori ialah : 

- Porger (orangnya) dan poging { kegiatannya). 

- Medepiichtige penanggungjawab bantuan . 

Paging 

Pengertian dan syarat-syaratnya: 

Yang di maksud dengan poging itu "enn begin van uitvoering van het 

misfriff atau pelaksanaan mula suatu kejahatan yang tidak di selesaikan. 

KUHP, hanya menentukan syarat-syarat agar sikap tindak pidana dapat 

diselesaikan disebut poging. Pasal 53 KUHP menyebutkan tiga syarat untuk 

dapat menyatakan bahwa perbuatan merupakan poging. 

D. Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertambangan 

Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki olch negara untuk 

melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pcngendalian 

terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Yang diberikan 
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kewenangan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara adalah 

pemerintah. pemerintah provinsi. dan pemerintah kabupaten/kota." 

Daiam Pasai 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan dua puiuh satu kewenangan 

dan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral clan batubara. 

Keduapuluh satu kewenangan itu, meliputi: 

1. penetapan kebijakan nasional; 

2. pembuatan peraturan perundang-undangan; 

3. penetapan standar nasional, pcdoman, dan kriteria; 

4. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; 

5. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah dan berkonsuitasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

6. pemberian (UP, pembinaan. penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi 

dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai; 

7. pemberian lUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada 

pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) 

mil dan garis pantai; 

8. pemberian lUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat. dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak 

Adrian Suledi, Op.Cil., him. 102. 
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lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dan 

12 (dua belas) mil dan garis pantai; 

9. pemberian lUPK Eksplorasi dan IIJPK Operasi Produksi; 

to. pengevaluasian lUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak 

menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 

11. penetapan kebijakan produksi, pemasaran. pemanfaatan, dan konservasi; 

12. penet^an kebijakan kerja sama, kcmitraan, dan pemberdayaan 

masyarakat; 

13. perumusan dan penetapan pcnerimaan negara bukan pajak dan hasil usaha 

pertambangan mineral dan batubara; 

14. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 

i 5. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di hidang 

pertambangan; 

16. penginventarisasian, penyelidikan. dan penelitian serta eksplorasi dalam 

rangka memperoieh data dan informasi mineral dan batubara sebagai 

bahan penyusunan WUP dan WPN; 

17. pengelolaan informasi geologi. informasi potensi sumber daya mineral dan 

batubara, scrta informasi pertambangan pada tingkat nasional; 

18. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; 

19. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional; 
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20. pengembangan dan peningkatan nitai tambah kegiatan usaha 

pertambangan: dan 

21. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan. 
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BAB I I I 

PEMBAHASAN 

A. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten 

Muara Enim 

Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus 

diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, dalam Pasal 33 ayat 

(3) LfUD 1945 ditegaskan bahwa; "Bumi dan air dan kekayaan aiam yang 

terkandimg di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besamya kemakmuran rakyat". 

Ada dua bagian penting yang menarik dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 

yaitu:^* 

1. kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di dalam air dikuasai 

oleh negara dan dengan demikian mengandung arti bahwa kepemilikan 

sumber kekayaan alam (SKA) tersebut bukan milik pribadi dan juga bukan 

hanya milik daerah di mana SKA itu ditemukan tetapi juga "milik rakyat 

negara Indonesia lainnya". Secara implisit ini juga mengandung arti diatur 

pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada peraturan perundang-

undangan yang mengatumya; dan 

''̂  Supriadi, Hukum Kehuianan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika 
Jakarta, him.17 
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2. dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengandung 

pengertian mendorong SKA tersebut perlu diproduksi agar pendapatan 

dapar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ini tentu di 

dalam batas rambu-rambu yang ada. Umpama optimalisasi nilai tambah 

dan pembagian/pemerataan seadil mungkin.^' 

Landasan tilosofis penguasaan negara atas pertambangan mineral dan 

batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi: 

"Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempimyal peranan penting dalam 

memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus 

dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi 

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan". 

Sumber daya alam yang berupa mineral dan batubara di atas. merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengandung makna bahwa keberadaan 

sumber daya alam mineral dan batubara itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Negara berkewajiban untuk mengelolanya agar dapat memberikan manfaat bagi 

kesejahreraan masyarakat banyak. 

Peraruran perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan 

batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

" L.Coutrier, Hak Penguasaan Negara atas Bahan Galian Penambangan dalam 
Perspektif Olonomi Daerah", Unhas Makasar, 2001, him, I . 
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Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu, meliputi: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 

Pascatambang. 

Ketiga peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batubara. 

Landasan sosilogis dan pembentukan peraturan perundang-undangan di 

bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan 

masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan 

batubara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat, 

terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola 

pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan 

IPR dan lUP. Dengan adanya izin tersebut, mereka dapat melakukan kegiatan 

pertambangan dengan baik. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat 

tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin. Namun, dalam realitasnya, kegiatan 

yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dan 

pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang 
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melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (illegal mining) dibiarkan saja 

mereka tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk 

setempat yang melakukan illegal mining banyak yang meninggal karena lertimbun 

longsor. Bahkan, dalam pelaksanaan illegal mining tersebut berlaku hukum rimba, 

antinya siapa yang kuat, maka diaJah yang menguasai sumur-sumur tambang yang 

telah digali oleh orang lain. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan 

persoalan dan kerugian yang cukup besar, baik bagi masyarakat maupun 

pemerinlah daerah. 

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah 

ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komuditas itu 

dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi:^'' 

1. mineral radioaktif; 

2. mineral logam; 

3. mineral bukan logam; 

4. batuan; dan 

5. batubara. 

Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium (U) 

dan atau thorium (Th). Uraninit adalah salah salu mineral radioaktif dengan 

elemen U sebagai elemen pokok. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam, 

yaitu:'" 

1. radium; 

" Adrian Suledi, Op.CiC, him. 84. 
'Ubid. , him. 93. 
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2. thorium; 

3. uranium; 

4. monasit; dan 

5. bahan galian radioaktif lainnya; 

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, 

mengendallkan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan 

pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral 

dan batubara telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Tujuannya adalah: 

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pcngendalian kegiatan usaha 

pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; 

2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 

3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau 

sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 

4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih 

mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan intemasional; 

5. meningkatkan pendapatan masyarakar lokal, daerah, dan negara, serta 

menciptakan lapangan keija untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; 

dan 

6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 

pertambangan mineral dan batubara. 
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Sebeium berbicara tentang dasar pertimbangan yang dapat dijadikan acuan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, 

maka adalah hal mutlak pertama kali yang mesti dipahami oleh seorang Jaksa 

ialah rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan dapat 

dihukum kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang 

yang telah ada lerlebih dahulu dari perbuatan itu". Asas tersebut biasa dikenai 

dengan nama "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali". Seorang 

Pakar hukum Jerman Feurbach dalam ajarannya mengemukakan: 

1. Nullum puna sine lege, yang bermakna bahwa setiap penjatuhan 
hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang. 

2. Nulla poena sine crimine, yang bermakna bahwa penghukuman hanya 
dapat dilakukan Jika perbuatan itu telah diancam dengan suatu undang-
undang. 

3. Nullum crimen sine poena legali, yang bermakna bahwa perbuatan 
tersebut telah diancam oleh suatu undang-undang yang berakibat 
dijatuhkannya hukuman berdasarkan kelentuan dalam undang-imdang 
dimaksud.' 

Dengan demikian tidak seorang pun dapat dihukum atau dituntut karena 

suatu perbuatan kecuali atas suatu undang-undang yang telah berlaku sebeium 

perbuatan itu dilakukan. Sebenamya ketentuan tersebut itu bersumber dari hak 

asasi manusia, yaitu agar tidak terjadi kesewenangan dan adanya jaminan bagi 

setiap orang, yakni kepastian hukum. 

Sebagimana diketahui, bahwa dari suatu perbuatan pidana yang telah 

dilakukan oleh tersangka, maka dapat saja Jaksa Penuntut Umum meninjau 

luntutannya dari bagaimana cara pelaku kejahatan melakukan perbualannya itu 

atau sarana apa yang telah digunakannya. Hal tersebut itu dapat saja menjadi 

Leden Marpaung, Asas-Teori-Prakiek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. 2008, 
him. 114. 
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pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya 

tuntutan pidana kepada tersangka. Misalnya cara tersangka melakukan 

perbualannya dengan cara memaksa dengan kekerasan (Pasal 211, 285, dan 289 

KUHP), atau dengan cara menggunakan nama Palsu (Pasal 378 KUHP). Atau 

bahkan dapat saja menjadi pertimbangan, misalnya keterkaitan antara subjek dan 

objek kejahatan. Sebagai contoh seorang ibu (Pasal 307 KUHP), atau seorang 

dokter, pendidik, atau pengawas (Pasal 294 ayat (2) sub 2 e KUHP). 

Seiain itu ada juga ajaran mengenai tempat dimana perbuatan pidana itu 

dilakukan. Berikut ini berbagai ajaran yang dimaksud: 

1. Ajaran dimana perbuatan dilakukan. Menurut ajaran ini, tempat 
dilakukannya kejahatan adalah tempat dimana perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan hukuman dilakukan. 

2. Ajaran berdasarkan alat. Berdasrkan ajaran ini, yang dianggap sebagai 
tempat kejahatan dilakukan adalah tempat dimana alat yang dipakai 
guna melakukan kejahatan itu yang menimbulkan akibat. 

3. Ajaran berdasarkan akibat. Menurut ajaran ini, tempat kejahatan 
adalah tempat dimana akibat yang dimaksud dengan dilakukannya 
kejahatan itu timbui. 

4. Ajaran lebih dari satu tempat. Menurut ajaran ini, tempat kejahatan 
adalah tempat apabila kejahatan tidak dilakukan di satu tempat. 

Dalam hal menentukan penambahan hukuman atau dengan kata lain 

memperberat hukuman dapat saja ditentukan karena: 

1. Daiam hal gabungan beberapa perbuatan (concursus), sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. 

2. Dalam hal pengulangan perbuatan (residivis), berdasarkan ketentuan Pasal 

486, 487, dan Pasal 488 KUHP. 

Ibid., him.116. 
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Sedangkan dalam hal menentukan pengurangan hukuman atau dengan kata 

Iain memperingan hukuman dapal saja ditentukan karena: 

1. Daiam hal umur yang masih muda, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP. 

2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) 

KUHP. 

3. Dalam membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP. 

Selanjutnya biasanya dalam hal pertimbangan penentuan yang 

meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum biasanya disertai dengan alasan

alasan sebagai berikut: 

1. Tersangka masih muda; 
2. Tersangka belum pemah di dihukum sebelumnya; 
3. Tersangka mengakui terus terang perbualannya dan merasa 

menyesal; 
4. Tersangka telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban; 

5. Tersangka telah berdamai." 

Dengan demikian penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaitu 

Penambangan Batubara Tanpa Izin di Kabupaten Muara Enim. maka majelis 

hakim akan menjaluhkan sanksi berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 

telah menuntut berdasarkan tindak pidana pertambangan batubara. 

Berdasarkan wawncara penulis pada polresta Tanggungjawab pelaku 

penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapal dipidana 

dikarenakan telah meianggar ketentuan perundang-undangan dlbidang 

pertambangan. 

Ibid., him. 112. 
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B. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin dl 

Kabupaten Muara Enim 

Hukum pertambangan mineral dan batubara mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan hukum pajak. Hukum pajak merupakan kaidah-kaidah hukum 

yang mengkaji dan menelaah tentang objek. subjek. dan besamya pajak yang 

harus dibayar oleh subjek pajak. Usaha perambangan mineral dan batubara syarat 

dengan kewajiban untuk membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. 

Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bcrsih. Ada dua jenis pendapatan negara, yaitu: 

a. penerimaan pajak, dan 

b. penerimaan negara bukan pajak. 

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dan 

bersumber dari pajak. Penerimaan pajak terdiri atas: 

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 

b. bea masuk dan cukai. 

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi: 

a. pajak penghasilan; 

b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa; 

c. penjualan atas barang mewah; 

d. pajak bumi dan bangunan (PBB); 

e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan 

f. pajak lainnya. 
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Penenimaan negara bukan pajak terdiri atas: 

a. iuran tetap; 

b. iuran eksplorasi; 

c. iuran produksi; dan 

d. kompensasi data informasi. 

Kompensasi data informasi adalah penenmaan negara dari pelelangan data 

dari hasil penelitian badan usaha sebelumnya. Informasi data ini dilelang atau 

dijual kepada calon pemegang lUP atau lUPK. 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; dan 

c. pendapatan Iain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan penmdang-

undangan. 

Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai hubungan yang 

erat dengan Hukum Kehutanan. Hubungan itu erat kaitannya dengan penggunaan 

kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik mineral maupun 

batubara. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan telah diatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di 

luar kegiatan kehutanan. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini. meliputi: 

(1) jenis kawasan hutan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di 

luar kehutanan. yaitu kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, 

(2) jenis kawasan hutan yang digunakan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah 
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fungsi pokok kawasan hutan, dan (3) penggunaan kawasiin hutan untuk 

kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai. 

Walaupun dalam ketentuan di atas, dibolehkan untuk menggunakan 

kawasan hutan, baik produksi maupun lindung untuk pembangunan di luar 

kehutanan, namun dalam ketentuan ayat (3) ada larangan yang tidak 

membolehkan menggunakan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan 

terbuka. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Penggunaan Kawasan Hutan diatur dan ditentukan tentang penggunaan 

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 

Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang 

mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Salah satu kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan itu, yaitu kegiatan dt bidang 

pertambangan. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat 

dilakukan dalam: ( i ) kawasan hutan produksi, dan (2) kawasan hutan lindung. 

Penambangan yang dibolehkan dalam kawasan hutan produksi, yaitu: 

( I ) penambangan dengan pola pertambangan terbuka, dan (2) penambangan 

dengan pola pertambangan bawah tanah. Penambangan dengan pola terbuka atau 

disebut juga surface mining. 

Penambangan yang dibolehkan dalam kawasan hutan lindung, yaitu hanya 

dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah, dengan 

ketentuan dilarang mengakibatkan (1) turunnya permukaan tanah, (2) berubahnya 

fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan (3) terjadinya kerusakan 

akuiver air tanah. 
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Ada tiga metode penambangan, yaitu: 

1. penambangan bawah air {underwater mining); 

2. penambangan bawah tanah (underground mining); dan 

3. penambangan terbuka (surface mining). 

Penambangan bawah air (underwater mining) adalah metode 

penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air 

atau endapan mineralnya di bawah permukaan air. Penambangan bawah tanah 

(underground mining) adalah metode penambangan yang segala aktivitasnya 

dilakukan di bawah permukaan bumi, dan tempat kerjanya tidak langsung 

berhubungan dengan udara luar. Penambangan terbuka adalah metode 

penambangan yang segala aktlvitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif 

dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung 

dengan udara bebas. Yang menjadi penyebab tidak dibolehkan kawasan hutan 

lindung digunakan untuk kegiatan penambangan terbuka adalah karena apabila 

hutan lindung ditebang, maka akan terjadi banjir, erosi, dan lainnya. Tetapi, 

bagaimana dengan perusahaan tambang yang telah menandatangani kontrak karya 

sebeium berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 rentang Kehutanan, 

sementara dalam dokumen kontrak karya masih menggunakan kawasan hutan 

lindung. 

Ketentuan ini telah diamandemen dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menjadi undang-undang. 

Dalam kedua kelentuan itu telah ditambah dua pasai, yaitu Pasal 83 A dan 

Pasal 83 B. Pasal 83 A memperkenankan perusahaan pertambangan untuk 

melakukan usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung. Pasal 83 A 

berbunyi: 

"Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan 

hutan lindung yang telah ada sebeium berlakunya Undang Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai 

berakhiraya izin atau perjanjian yang dimaksud". 

Ketentuan int memberikan kepastian hukum bagi perusahaan 

pertambangan untuk melakukan penambangan dengan pola terbuka pada kawasan 

hutan lindung, di mana selama ini (1999-2004), para pengusaha di bidang 

pertambangan beliun berani untuk melakukan kegiatan, baik itu kegiatan 

eksplorasi maupun eksploitasi dalam kawasan hutan lindimg, walaupun di dalam 

kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanj ian karya pengusahaan 

pertambangan batubara telah diberikan izin imtuk melakukannya. 

Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan 

Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan 

meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, 

instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumcn altematif, 

serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan 
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penegakan hukum yang merupakan salah satu pemasalahan lingkungan hidup di 

daerah dapat meliputi: 

a. Regulasi Perda tentang Lingkungan; 
b. Penguatan kclembagaan Lingkungan Hidup; 
c. Penerapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam proses 

perizinan; 
d. Sosialisasi/pendldikan tentang Peraturan Perundangan dan pengetahuan 

Lingkungan hidup: 
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi mdengan instansi terkait 

dan stakeholders; 
f. Pengawasan terpadu tentang Penegakan hokum Lingkungan; 
g. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan 

hidup; 
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; 

i . Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan wawancara penulis pada Polresta Muara Enim maka, sanksi 

pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa Izin di Kabupaten Muara 

Enim, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara tanpa izin di 

Kabupaten Muara Enim, dilakukan dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan 

undang-undang pasal 149 antara Iain penyidikan: 

1. Penyidikpolri; 

2. Pejabat pegawai sipil. 

Tugasnya: 

a. Melakukan pemenksaan kebenaran laporan/keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang usaha pertambangan; 

b. Melakukan pemenksaan terhadap orang atau badan; 

c. Memanggil/mendatangkan secara paksa; 

d. Menggeledah tempat/sarana yang diduga; 
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e. Melakukan pemeriksaan dan menghentikan penggunaan peralatan 

yang diduga untuk melakukan tindak pidana; 

f. Menyegel/menyita alat kegiatan; 

g. Mendatangkan/meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan; 

h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana, menangkap 

pelaku tindak pidana. 





BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulaa 

1. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten 

Muara Enim, dapat dikenakan sanksi hukum pelanggaran terhadap 

perusahaan pengelola pertambangan tanpa izin. 

2. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di 

Kabupaten Muara Enim , dapal dikenakan sanksi pidana dan sanksi 

administratif. Sanksi administratilhya berupa: peringatan tertulis, 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan. Sedangkan sanksi 

pidananya: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin 

dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh 

milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang 

membeli/menampung dan mcmanfaatkan, mengangkut, memumikan. 

menjual minerba yang bukan dari pemegang lUF/lUPK dikenakan sanksi 

penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliyar rupiah 

berdasarkan pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka 

sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan pasal 163 (1), seiain denda 

dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan 
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hukum pasal 163 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

B. Saran 

1. Aparatur penegak hukum terkait dengan tindak pidana penambangan batu 

bara tanpa izin, kiranya melakukan tindakan yang tegas dan tanpa pilih 

kasih terhadap pelaku yang telah menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan. 

2. Masyarakat harus diberikan suaru upaya preventif dari pihak terkait untuk 

memahami akibat buruk yang ditimbulkan terhadap eambangan tanpa izin 

yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. 
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